


PERDIRJEN PAJAK TENTANG

TATA CARA PENERAPAN 
PERSETUJUAN PENGHINDARAN 

PAJAK BERGANDA

Perdirjen Pajak Nomor 61/PJ/2009 tentang Tata Cara 
Penerapan P3B s.t.d.t.d. Perdirjen Pajak Nomor 

24/PJ/2010 (11 Pasal):

#Pemotongan dan Pemungutan Pajak#

#Surat Keterangan Domisili (SKD)#

#Kewajiban Administrasi KPP#

#SKD dari  negara mitra  P3B#

#Persyaratan  bukan Penyalahgunaan P3B dalam SKD#

Perdirjen Pajak Nomor 62/PJ/2009 tentang 
Pencegahan Penyalahgunaan P3B s.t.d.d. Perdirjen 

Pajak Nomor 25/PJ/2010 (8 Pasal):

#Jenis dan Kriteria Penyalahgunaan P3B#

#Konsekuensi Penyalahgunaan P3B#

#Ketentuan substance over form#

#Prosedur MAP#

#Pemisahan BO dengan penyalahgunaan P3B#  

KETENTUAN PENERAPAN P3B DAN PENCEGAHAN 
PENYALAHGUNAAN P3B PERDIRJEN SEBELUMNYA
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PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMOTONGAN PAJAK

Pemotong dan/atau 
Pemungut Pajak:

• wajib melakukan 
pemotongan dan/atau 
pemungutan pajak sesuai 
UU PPh; atau 

• wajib melakukan 
pemotongan dan/atau 
pemungutan pajak sesuai 
ketentuan P3B

Pemotong dan/atau 
Pemungut Pajak:

• harus membuat bukti 
pemotongan dan/atau 
pemungutan pajak; 

• harus menyampaikan 
SKD WPLN sebagai 
lampiran dalam SPT 
Masa untuk masa 
terutangnya pajak 
penghasilan; dan

• dapat menyampaikan 
SKD WPLN secara 
elektronik 

Pengembalian 
Kelebihan 
Pemotongan 
dan/atau 
Pemungutan  Pajak:

• dilakukan dalam hal 
terjadi kesalahan 
penerapan P3B atau SKD 
WPLN terlambat 
disampaikan; dan

• tidak diberikan dalam hal 
terjadi penyalahgunaan 
P3B

WPLN dapat 
mengajukan MAP 
dalam hal:

• tidak menerima Manfaat 
P3B; dan

• Pemotong dan/atau 
Pemungut Pajak tidak 
menyampaikan SPT Masa



SKD WPLN

Persyaratan Administratif

menggunakan Form DGT-1 atau Form DGT-2

diisi dengan benar, lengkap dan jelas

ditandatangani atau diberi tanda yang setara 
dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai 
dengan kelaziman di negara mitra atau 

yurisdiksi mitra P3B

disahkan dengan ditandatangani atau diberi 
tanda yang setara dengan tanda tangan oleh 

Pejabat yang Berwenang sesuai dengan 
kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra 

P3B*)

digunakan untuk periode yang tercantum pada 
SKD WPLN

disampaikan oleh Pemotong dan/atau 
Pemungut Pajak bersamaan dengan 

penyampaian SPT Masa, paling lambat pada 
saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT 

Masa untuk masa pajak terutangnya pajak

Persyaratan Tertentu  Lainnya

Untuk Form DGT-1, WPLN harus menyatakan dalam lembar ke-2 bahwa WPLN 
mempunyai:

1. motif ekonomi yang relevan terkait pendirian entitas;
2. kegiatan usaha yang dikelola oleh manajemen sendiri dan manajemen tersebut

mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi;
3. aset tetap dan tidak tetap, yang cukup dan memadai untuk menjalankan kegiatan

usaha di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B selain aset yang mendatangkan
penghasilan dari Indonesia;

4. pegawai dengan keahlian tertentu yang sesuai dengan bidang usaha yang
dijalankan dalam jumlah yang cukup dan memadai; dan

5. kegiatan atau usaha aktif lainnya selain hanya menerima penghasilan berupa
dividen, bunga dan/atau royalti yang bersumber dari Indonesia;

Untuk Form DGT-1 dan WPLN dipersyaratkan sebagai BO, WPLN juga harus menyatakan
dalam lembar ke-3 formulir tersebut bahwa:

1. bagi WPLN orang pribadi, tidak bertindak sebagai Agen atau Nominee; atau
2. bagi WPLN Badan, tidak bertindak sebagai Agen, Nominee, atau Conduit, yang harus

memenuhi ketentuan:
a) mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak,

yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
b) tidak lebih dari 50% penghasilan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada

pihak lain;
c) menanggung risiko atas aset, modal, dan/atau kewajiban yang dimiliki; dan
d) tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk memberikan

sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak
lainnya; dan

Untuk Form DGT-2, WPLN harus menyatakan dalam Part II formulir tersebut bahwa
WPLN:

1. merupakan subjek pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B berdasarkan undang-
undang di bidang perpajakan di negara tersebut; dan

2. tidak bertindak sebagai Agen, Nominee, atau Conduit atas penghasilan yang diterima,
dalam hal WPLN dipersyaratkan sebagai Beneficial Owner berdasarkan P3B.



Certificate of Residence dengan ketentuan

• menggunakan bahasa Inggris;

• berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah 
dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu 
Pemotong dan/atau Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib 
Pajak;

• paling sedikit mencantumkan informasi mengenai nama 
WPLN, tanggal penerbitan, dan tahun pajak berlakunya 
Certificate of Residence; dan

• mencantumkan nama dan ditandatangani atau diberi tanda 
yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang 
Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau 
yurisdiksi mitra P3B.

Pengganti Penandasahan pada 

Part III Form DGT-1 dan Form DGT-2



Penghindaran Pajak

• Bukan  Penyalahgunaan P3B dalam hal WPLN memiliki:

• substansi ekonomi (economic substance) dalam pendirian entitas atau pelaksanaan 
transaksi;

• bentuk hukum (legal form) yang sama dengan substansi ekonomi (economic substance) 
dalam pendirian entitas atau pelaksanaan transaksi; 

• kegiatan usaha yang dikelola oleh manajemen sendiri dan manajemen tersebut 
mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi; 

• aset tetap dan aset tidak tetap, yang cukup dan memadai untuk melaksanakan kegiatan 
usaha di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B selain aset yang mendatangkan 
penghasilan dari Indonesia;

• pegawai dalam jumlah yang cukup dan memadai dengan keahlian dan keterampilan 
tertentu yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan perusahaan; dan

• kegiatan atau usaha aktif selain hanya menerima penghasilan berupa dividen, bunga 
dan/atau royalti yang bersumber dari Indonesia.

Penyalahgunaan P3B 
terjadi dalam hal 

tujuan utama atau 
salah satu tujuan 

utama pengaturan 
transaksi adalah 

untuk mendapatkan 
Manfaat P3B serta 

bertentangan 
dengan maksud dan 
tujuan dibentuknya 

P3B

• WPLN orang pribadi, tidak bertindak sebagai Agen atau Nominee; atau

• WPLN badan, tidak bertindak sebagai Agen, Nominee, atau Conduit, yang harus memenuhi 
ketentuan:

• mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang 
mendatangkan penghasilan dari Indonesia;

• tidak lebih dari 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain;

• menanggung risiko atas aset, modal atau kewajiban yang dimiliki; dan

• tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau 
seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain.

WPLN memenuhi 
ketentuan sebagai 
Beneficial Owner 

dalam hal:



Tambahan

Lain-lain

•Lembaga-lembaga tertentu 
yang dikecualikan dapat tidak 
menggunakan Form DGT-1
atau Form DGT-2.

•Lembaga-lembaga tersebut 
wajib menyampaikan CoR 
atau surat keterangan dari 
otoritas perpajakan di negara 
mitra atau yurisdiksi mitra  
P3B.

•WPLN harus menyerahkan 
CoR untuk  menerapkan 
ketentuan yang diatur dalam 
P3B selain ketentuan 
pemotongan dan/atau 
pemungutan Pajak 
Penghasilan kepada KPP yang 
wilayah kerjanya meliputi 
tempat tinggal, tempat 
kegiatan usaha atau tempat 
kedudukan WPLN di 
Indonesia.

Peralihan

•SKD yang telah 
disahkan sebelumnya  
dan masa berlakunya 
belum terlewati, tetap 
dapat dipergunakan 
sampai dengan 
berakhirnya masa 
berlaku tersebut

•Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak PER-
61/PJ/2009 s.t.d.d. 
PER-24/PJ/2010, 
dicabut dan 
dinyatakan tidak 
berlaku

•Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak  PER-
62/PJ/2009 s.t.d.d. 
PER-25/PJ/2010, 
dicabut dan 
dinyatakan tidak 
berlaku

Penutup

•Peraturan 
Direktur 
Jenderal ini 
mulai berlaku 
pada tanggal 
1 Agustus 
2017



Cara Pengisian Form-DGT 1

Form-DGT 1 diisi oleh WPLN:
resident dari negara mitra P3B yang mengajukan pengurangan tarif
pemotongan/pemungutan PPh berdasarkan P3B atas penghasilan dividen, 
bunga, royalti, jasa, dan lainnya. 

Form-DGT 1
Page 1 Preamble

© Dit. PI, DJP



Form-DGT 1
Page 1 Part I

Cara Pengisian Form-DGT 1

© Dit. PI, DJP

Isi dengan nama negara
tempat kedudukan
WPLN. 

Isi dengan nomor identitas
pajak (TIN) WPLN di luar
negeri, nama, alamat, 
nomor telepon, dan 
alamat email WPLN. 



Form-DGT 1
Page 1 Part II

Cara Pengisian Form-DGT 1

© Dit. PI, DJP

Isi dengan nama
WPLN.

Dalam hal penerima penghasilan
adalah bukan individu, maka isi
dengan nama individu yang sah
mewakili WPLN dan tandai di
kotak yang sesuai.

Tanda tangan WPLN atau oleh
individu yang mewakili, dilengkapi
dengan tempat, tanggal dan
jabatan individu yang mewakili
WPLN (misal: director).



Form-DGT 1
Page 1 Part III

Cara Pengisian Form-DGT 1

© Dit. PI, DJP

Isi dengan nama
negara tempat
kedudukan
WPLN.

Isi dengan nama dan tanda
tangan pejabat berwenang di
negara mitra P3B atau kantor
pajak, berikut jabatan, tanggal
dan alamat, serta tanda sah
(jika ada).

Isi dengan periode yang 
diperlukan dalam penerapan 
P3B paling lama 12 (dua belas) 
bulan  serta negara mitra P3B 
tempat WPLN bertempat 
kedudukan



Form-DGT 1
Page 2 Part IV

Cara Pengisian Form-DGT 1 dan DGT 2Cara Pengisian Form-DGT 1

© Dit. PI, DJP

Isi dengan NPWP, nama, alamat, nomor kontak, dan 
alamat email Pemotong dan/atau Pemungut Pajak .



Form-DGT 1
Page 2 Part V 

Cara Pengisian Form-DGT 1

© Dit. PI, DJP

Part V 
hanya diisi
jika WPLN 
adalah
individu

Isi dengan nama, tanggal
lahir dan alamat individu
penerima penghasilan, dan
jawab pertanyaan pada
nomor 4 s.d. 9 sesuai
keadaan yang sebenarnya
dengan menandai kotak
yang sesuai dan mengisi
jawaban pada tempat yang 
tersedia.

Individu yang dapat memperoleh manfaat P3B 
memiliki kriteria:
• tidak memiliki tujuan utama atau salah satu tujuan utama

pengaturan transaksi adalah untuk mendapatkan Manfaat P3B
serta bertentangan dengan maksud dan tujuan dibentuknya P3B;

• bertindak tidak sebagai agen/nominee;
• tidak memiliki tempat tinggal permanen di

Indonesia;
• tidak berada di Indonesia selama waktu

tertentu; dan
• tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia.



Form-DGT 1
Page 2 Part VI 
No. 1-4

Cara Pengisian Form-DGT 1

© Dit. PI, DJP

Part VI hanya
diisi jika
WPLN Non
individu.

Isi dengan:
(1) negara tempat pendirian/terdaftar, 
(2) negara tempat manajemen/pengendali, 
(3) alamat kantor pusat, 
(4) alamat cabang, kantor, atau tempat usaha lainnya di Indonesia 

(jika ada), 



Form-DGT 1
Page 2 Part VI
No. 5-10

Cara Pengisian Form-DGT 1

© Dit. PI, DJP

Jawab pertanyaan no. 5 s.d. 10 dengan menandai kotak yang sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya. (Treaty Abuse Test)
Non Individu yang dapat memperoleh manfaat P3B memiliki kriteria:
• tidak memiliki tujuan utama atau salah satu tujuan utama pengaturan transaksi adalah untuk mendapatkan

Manfaat P3B serta bertentangan dengan maksud dan tujuan dibentuknya P3B;
• adanya motif ekonomi yang relevan terkait pendirian entitas;
• adanya kegiatan usaha yang dikelola oleh manajemen sendiri dan manajemen tersebut mempunyai

kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi;
• adanya aset tetap dan tidak tetap, yang cukup dan memadai untuk menjalankan kegiatan usaha di negara

mitra atau yurisdiksi mitra P3B selain aset yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
• pegawai dengan keahlian tertentu yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan dalam jumlah yang

cukup dan memadai; dan
• kegiatan atau usaha aktif lainnya selain hanya menerima penghasilan berupa dividen, bunga dan/atau

royalti yang bersumber dari Indonesia;



Form-DGT 1
Page 2 Part VI
Declaration

Cara Pengisian Form-DGT 1

© Dit. PI, DJP

Isi dengan nama dan tandatangan
WPLN.
Dalam hal penerima penghasilan
bukan individu, maka diisi dengan
nama dan tandatangan individu
yang sah mewakili.

Isi dengan tempat, tanggal
dan jabatan individu yang 
mewakili (misal: director).



Form-DGT 1
Page 3 Part VII

Cara Pengisian Form-DGT 1

© Dit. PI, DJP

Jawab pertanyaan no. 1 s.d. 5 dengan menandai kotak yang sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya. (BO Test)
Penerima penghasilan berupa Dividen, Bunga dan Royalti yang memperoleh manfaat P3B 
memiliki kriteria:
• bertindak tidak sebagai agen/nominee
• mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan

penghasilan dari Indonesia;
• tidak lebih dari 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain;
• menanggung risiko atas aset, modal atau kewajiban yang dimiliki; dan
• tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau

seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain.



Form-DGT 1
Page 3 Part VIII
No. 1-2

Cara Pengisian Form-DGT 1

© Dit. PI, DJP

Isi sesuai jenis penghasilan, dengan mengisi pada:
• nomor 1 untuk dividen, bunga atau royalti;
• nomor 2 untuk penghasilan atas jasa; atau

Meskipun tidak ada pajak yang terutang di Indonesia
berdasarkan P3B, jumlah penghasilan yang dibayarkan
tetap harus dicantumkan.

Diisi dengan periode
penyediaan jasa

Pada tiap bagian Amount of 
Income IDR dapat diisi dengan: 
• mata uang Rupiah



Form-DGT 1
Page 3 Part VIII
No. 3 dan 
Declaration

Cara Pengisian Form-DGT 1

© Dit. PI, DJP

Pada tiap bagian Amount of 
Income IDR dapat diisi dengan: 
• mata uang Rupiah

Isi dengan nama dan tandatangan
WPLN.
Dalam hal penerima penghasilan
bukan individu, maka diisi dengan
nama dan tandatangan individu
yang sah mewakili.
Isi dengan tempat, tanggal dan
jabatan individu yang mewakili
(misal: director).

Isi sesuai jenis penghasilan, dengan mengisi pada
nomor 3 untuk penghasilan lainnya.

Meskipun tidak ada pajak yang terutang di Indonesia
berdasarkan P3B, jumlah penghasilan yang dibayarkan
tetap harus dicantumkan.



Form-DGT 2
Page 1 Preamble

Cara Pengisian Form-DGT 2

© Dit. PI, DJP

Form-DGT 2 diisi oleh Wajib Pajak luar negeri:
• bank, 
• dana pensiun, dan
• yang mengajukan pengurangan tarif pemotongan/pemungutan PPh berdasarkan
P3B atas penghasilan selain dividen dan bunga, dari transfer obligasi atau saham
yang diperdagangkan atau terdaftar di bursa efek di Indonesia dan menerima
penghasilan atau melakukan transaksi melalui Kustodian di Indonesia. 



Form-DGT 2
Page 1 Part I

Cara Pengisian Form-DGT 2

© Dit. PI, DJP

Isi dengan nama negara
tempat kedudukan
WPLN. 

Isi dengan nomor
identitas pajak (TIN) 
WPLN di luar negeri, 
nama, alamat, nomor 
telepon, dan alamat 
email WPLN. 



Form-DGT 2
Page 1 Part II

Cara Pengisian Form-DGT 2

© Dit. PI, DJP

Isi dengan nama
negara tempat
kedudukan
WPLN.

Pada pernyataan no. 2 dan 3, 
dalam hal penerima penghasilan
bukan individu, maka tandai
kotak yang sesuai .

Tanda tangan WPLN atau individu
yang mewakili, dan dilengkapi
dengan tempat, tanggal dan
jabatan individu yang mewakili
(misal: director).



Form-DGT 2
Page 1 Part III

Cara Pengisian Form-DGT 2

© Dit. PI, DJP

Isi dengan
nama negara
tempat
kedudukan
WPLN.

Isi dengan periode yang 
diperlukan dalam penerapan 
P3B paling lama 12 (dua belas) 
bulan  serta negara mitra P3B 
tempat WPLN bertempat 
kedudukan

Isi dengan nama dan tanda
tangan pejabat berwenang di
negara mitra P3B atau pejabat
kantor pajak, berikut jabatan, 
tempat, tanggal dan alamat
kantor, serta tanda sah (jika ada).



Form-DGT 2
Page 2 Part IV
No. 1-2

Cara Pengisian Form-DGT 2

© Dit. PI, DJP

Isi sesuai jenis penghasilan, dengan mengisi pada: 
• nomor 1 untuk dividen, bunga atau royalti;
• nomor 2 untuk penghasilan atas jasa;  atau

Meskipun tidak ada pajak yang terutang di Indonesia
berdasarkan P3B, jumlah penghasilan yang dibayarkan
tetap harus dicantumkan.

Pada tiap bagian Amount of 
Income IDR dapat diisi dengan: 
• mata uang Rupiah

Diisi dengan periode
penyediaan jasa



Form-DGT 2
Page 2 Part IV
No. 3 dan 
Declaration

Cara Pengisian Form-DGT 2

© Dit. PI, DJP

Isi sesuai jenis penghasilan, dengan mengisi pada
nomor 3 untuk penghasilan lainnya.

Meskipun tidak ada pajak yang terutang di Indonesia
berdasarkan P3B, jumlah penghasilan yang dibayarkan
tetap harus dicantumkan.

Pada tiap bagian Amount of 
Income IDR dapat diisi dengan: 
• mata uang Rupiah

Isi dengan nama dan tandatangan
WPLN.
Dalam hal penerima penghasilan
bukan individu, maka diisi dengan
nama dan tandatangan individu
yang sah mewakili.
Isi dengan tempat, tanggal dan
jabatan individu yang mewakili
(misal: director).



SEKIAN 

DAN 

TERIMA KASIH


